
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR

DESA GIRIREJO

PERATURAN DESA GIRIREU0
NOMOR  1  TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIRELO,

Menimbang   :   a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan   keuangari   Desa   dilaksanakan   secara   terbuka   dan
bertanggung     jawab      untuk     sebesar-besarnya     kemakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Desa  Girirejo  Tahun
Anggaran  2023  termuat  dalam  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun
sesuai   dengan   kebutuhan   penyelenggaraan   pemerintahan   Desa
berdasarhan      prinsip      kebersamaan,      efisiensi,      berkeadiian,
berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  dan kemandirian  sehingga
menciptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan
dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan
sejahtera;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a  dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan  Desa  tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat     :    1.   Undang-Undang  Nomor   28  Tahun   1999   tentang  Penyelenggal.a
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999   Nomor  75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

2.    Undang-Undang  Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan
Peraturan      Perundang-undangan(Ilembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2011   Nomor  82,  Talnbahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2019    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor  183,  Tambahan I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

3.    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   7,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4.    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2014   tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik I-ndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang   Nomor   9   Tahun    2015    (I.embaran    Negara   Republik



Indonesia  fahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5.    Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang   Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2014
Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negala   Republik   Indonesia
Nomor5601);

6.    Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Kelja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

7.    Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2022    tentang    Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesal Nomor 6757) ;

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara    Penyusunan,    Pengendalian    dan    Evaluasi    Pelaksanaan
Rencana    Pembangunan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang Desa
(Lembaran  Negara  Repubiik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,
Tambahan  I.embaran  Negara    Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagaimana telah diubah beberapa ka]i terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor   11  Tahun  2019  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  41,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana  Desa
Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor   5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah   Nomor  8   Tahun   2016   (I,embaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2016  Nomor  57,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5864) ;

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2018   Nomor  7-3,
Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6202) ;

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor  1  Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan I,okal Berskala Desa;

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang
pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

15. f'eraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1   Tahun  2016  tentang
Pengelolaan Aset Desa;

16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  tentang
Kewenangan Desa;

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  45  Tahun  2016  tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah  Tertinggal  dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;



20. Peraturan   Menteri  Desa,   Pembangunan   Daerah  Tertinggal  dan
Transmigrasi  Nomor 8  Tahun  2022  tentang Prioritas  Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;

21.Peraturari   Daerah   Kabupaten   Nganjuk   Nomor   1   Tahun   2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk  Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk   Nomor   3   Tahun   2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023  Nomor 3);

22. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk   Nomor   3   Tahun   2020
tentang  Pengarusutamaan  Gender  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3) ;

23. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk   Nomor   2   Tahun   2019
tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah
Kabupaten  Nganjuk Tahun  2018-2023  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  Nomor  4  Tahun
2023;

24. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk   Nomor   7   Tahun   2022
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun
Anggaran   2023   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Nganjuk  Tahun
2022 Nomor 7);

25.Peraturan   Bupati    Nganjuk   Nomor   35   Tahun   2016    tentang
Kewenangan  Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan
I,okal Berskala Desa;

26. Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  40  Tahun  2016  tentang  Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

27.Peraturan    Bupati   Nganjuk   Nomor   50   Tahun    2018    tentang
Pengelolaan Aset Desa;

28.Peraturan   Bupati   Nganjuk   Nomor    57   Tahun    2018   tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

29.Peraturan    Bupati    Nganjuk    Nomor    4    Tahun    2020    tentang
Penghasilan    Tetap,    Tunj'angan,    Tambahan    Tunjangan,    dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana
Kelj.a Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahtin 2023;

32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja   Desa   Tahun
Anggaran 2023.

33. Peraturan  Desa Girirejo No 3  Tahun 2022  tentang Rencana Kelja
Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2022
Nomor 3)



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO

dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :    PERATURAN     DESA     TENTANG     ANGGARAN     PENDAPATAN     DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa)  Tahun  Anggaran
2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa
1 .  Belanja Desa

Surplus/(Defisit)

2.  Pembiayaan Desa
a, f'enerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp.            1.952.828.880,00
2.069.203.880

(Rp.              116.375.000,00)

Rp.               117.018.922,00
116.375.000

Rp. 643.922,00

Pasal 2

Uraian  lebih  lanjut  APBDesa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1
tercantum dalam Lampiran yang merupckan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan  Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

(1)  Pemerintah  Desa  melaksanakan  kegiatan  untuk  penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2)  Pendanaan    kegiatan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3)  Pemerintah    Desa   dapat   melakukan    kegiatan    penanggulangan
bencana,  keadaan  darurat,   dan  mendesak  yang  belum  tersedia
anggarannya,    yang    selanjutnya    diusulkan    dalam    rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4)  Kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi
kriteria:
a. bukan  merupakan  kealatan  normal  dari  aktivitas  pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan teq.adi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;



d. memiliki   dampak  yang   signifikan   terhadap   anggaran   dalam
rangka  pemulihan  yang  disebabkan  oleh  kejadian  yang  luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal S

Dalan hal teljadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada

tahun beljalan;
b. keadaan  yang    menyebabkan  hams  dilakukan  pergeseran  antar

objek belanja; dan
c. kegiatan    yang    belum    dilaksanakan    tahun    sebelumnya    dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun beljalan,
Kepala   Desa   dapat   mendahului   Perubahan   APE    Desa   dengan
melakukan  perubahan  Peraturan  Kepala  Desa  tentang  Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini muial berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahui,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Desa  ini  dengan  penempatannya  dalaln  I.embaran  Desa
Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo

Diundangkan di Girirejo

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2023 NC)MOR  1







I(ODEREKENI
NG

URAIAN ANGGAIEN(Rp' SuMBERDANA

1 2 3 4 5

1.2.02 5.3.5.2.5.2.,52.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Belanja Modal 24.231.096,00

DDSDDSADD,  DOSDOSADDADDPBHPADDDSDDSDDSPBKDLLBag

t.3.1.3.02 Peiigielefaah Adhiihi§efa6i l{eperidudufah, Perieataeari Slpif, Sfaff§tik- 23.7co:rm,col19`977.000,00
dan Kears!|)an

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutckhlran Profil Desa **)

1.3.02 Belanja Barang dan Jasa 19.977.000,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.803.000,00

1.3.05 Belanja Banng dan Jasa 3.803.000,00

1.4.1.4.011.4.61 Penyelenggaraan Tata I.raja Perrierintahan, Perencanaan, Keiianoan 58.464J116,cO11.004.416.0011.der.416,d6
dan Pelaporan

Penyslenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)

-        B-elariagarangdanJasa

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJ MDesa/RKPDesa dll) 6.200.000,00

1 .4,03 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00

1.4.041.4.04 Penyusunan DokumBn I(eilangan Desa (APBDes. APBDes Perubahan, LP 35.500.000,0035.500.000,cO
J  dll)

Belanja Barang dan Jasa

1.4.91 Forum Pembina Desa 5.760.000,00

1.4.91 Belanja Barang dan Jase 5.760.000,00

1.5. Sub Bldarig Pertanahah 27.276.000,00

1 . 5.06
-       Admin§tra8i pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

24.576.000,00

1.5.06 Belanja Barang dan Jasa 24.576.000,00

1.5.99 Lain-lain Sub Bldang Pertanahan 2.700.000,00

1.5.99 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.00

-a2.1. -   BtlENG pELAaESAf`IAAm pEmzIA«GonAN EiESA 971.043.5ng:ee32AOO.000,00

Sub Bidang Pondidikan

2,1,012.1.01 Penyelenggaran PAUDITK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah NonFomal Milik Des 32.400.000,0032.400.000,00
a  (Honor,  Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

2.2. Sub Bldang Kesehatan 472.068.500,00

2.2.012.2.01 Penyctenggaraan Poe Kegehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,  ln§entif, 14.511.500,0014.511.500.00
KB,  deb)

Belanja Barang dan Jasa

2.2.022.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan.  Kls BIJmil,  Lamsia.  Insentit) 187.557.000,00179.080.000.00

Belanja Barang dan Jasa

2.2.02 5.3.5.3.5.3. Belanja Modal 8.477.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kes8hatan 270.000.000.00

2.2.04 Bglapa Modal 270.000.080,00

2.3. Sub BLdang Peker]aan Umum dan Penataan Ruang Zee.375.oco,oo

2.3.10 Pembangllnan/Rehabilitasfl'enjngkatan/Pengerasan Jalan Dasa ..) 76.375.000,00

2.3.10 Belanja Modal 76.375.000,00

ail:14 I       PBmbengunen/Rahahilita8i/Penin8kelan praearana_delan Besa (6onong, a_ 140.unom.on
elokan dll)
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KODEREKENING Ul"AN ANGGJ-(Rp) SUMBERDANA

1 2 3 4 5

2.3.14 5.3.5.3.5.2.5.3.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Belanja Modal 140.000.000,00

_   DEl8DLLDDSDDSDDSDDSPADADDADDADD, DOSDDSDDSDDS2.3.152.3.15 Perhoangunan/RchabilifasiAIenirchatan Balei Desa/Balal Kemasyarckafan .000.COO,0050.000.000,00~)

Belanja Modal

2.4. Sub Bidang Ka`A/asan Pemukiman 190.000.000,00

2.4.012.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pemt)angunan/Rehab Rumah "dak Laya 40.000.000,0040.000.000,00
k_Huni  CIAKIN

Belanja Barang dan Jasa

2.4.112.4.11 Pembangunanflehabilitasvpeningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa *`)/ 150.000.000,00
KETAHANAN PANGAN

BBlanja Modal 150.COO.000,00

2.8. Sub Bidang Perhut)ungan, Komunikasl dan lnfomatika 10.2cO.COO,OO

2.6.02 Penyelenggaraan  lnfoma§i Piiblik Desa (Poster, Baliho Dll) 10.200.000,00

2.6.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

3 BiDANG pEMBINAAr\I  KEMAsyARAKATAN 59.240.Ill)I].un

S.1.3.1.01 Sub Bidang Ketenteraman, ketertlban Umum dan Perl[ndungan f3.76¢.OcO,co9.900.000,00
Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

3.1.01 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

3.1.023.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/KeterLiban oleh P 3.800.000.003.800.000,00
•      andes

Belanja Barang dan Jasa

3.2. Sub BIdang Kebudayaan dan Kcagamaan 3A00.000,OO

3.2.99 Laimlain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3.400.000,00

3.2.99 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000.00

3.3. Sub Bidang Kepemudaen dan Olaliraga 1.200.000'00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1,2cO.000,00

3.3.06 BBlanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

3.4. Su b Bldang Keleml)agaan Masyankat 40.940.000,00

3.4.02 Pembinaan LKMDfl.PM/LPMD 1.200.000,00

3.4.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 21,74o.00o,00

3.4.03 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000,00

3.4.03 5.3.5.2.5.3.-5.3`. Belanja Modal 3.200,000,00

3.4.04 Pelatlhan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 18.000.000,00

3.4.04 Belanja Barang dan Jasa 18.000.OcO.00

i BIDANG PEMBERDAYAAN MASYJIAAKAT 131.540.000.00

4.2. Sub Bidang Pertan]an dan Petornakan 130.1]1]0.001)loo

4.2.04 Pemeliharaan Saluran  lriga§i Tersler/Sederhana/ KETAHAI\lAN PANGAN 10.000.000,00

4.2.04 Belanja Modal 10.000.coo,00

4.2.06 Pembangunan Saluran lrigasi Tersler/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN 120.000.000,00

4.2.06- `          Belan]a Modal 120.OcO.COO,cO

4.3. Sul) Bidang Poningkatan Kapashas Aparatur Desa 1.540.000,00

Halaman 3




